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ABSTRAK :  - Bahwa Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi merupakan Barang Milik Negara 
yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang pengelolaannya perlu dilakukan secara 
tertib administrasi, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta tetap 
menjunjung tinggi good governance maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan 
Barang Gratifikasi. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209), UU 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 
No.137, TLN No.4250), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 
Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 16 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.67, 
TLN No.4401), PP 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.20, TLN No.4609) sebagaimana telah 
diubah dengan PP 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.78, TLN No.4855), Keppres RI 56/P 
Tahun 2010, Permenkeu RI 96/PMK.07/2007. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Menteri melakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Direktur 
Jenderal atas nama Menteri melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Kantor 
Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk menandatangani surat atau Keputusan 
Menteri dalam rangka penetapan status penggunaan, Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan Barang Rampasan Negara. Direktur 
Jenderal atas nama Menteri melakukan penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan 
atas fisik Barang Gratifikasi yang telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Jaksa Agung melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan 
pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi 
kepada Menteri dalam rangka penyerahan Barang Gratifikasi. Penjualan Barang Rampasan 
Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang 
melalui Kantor Pelayanan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun laporan Barang 
Rampasan Negara secara semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri. 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan pengelolaan Barang 
Gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri sesuai dengan batas kewenangannya 
berupa penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan 
Penghapusan. Direktur Jenderal melakukan inventarisasi atas Barang Gratifikasi yang telah 
diserahkan pengelolaannya kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun.  
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak 
tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25 yang mulai berlaku secara efektif 6 
bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2011. 

 


